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Abstrak

Penelitian ini membahas peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya yang dikaji dari perspektif
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut menegaskan
bahwa harta benda wakaf bersifat abadi dan tidak boleh dialihkan kecuali melalui mekanisme
istibdal dengan prosedur ketat. Namun, di lapangan ditemukan beberapa praktik peralihan tanah
wakaf yang tidak sesuai ketentuan, seperti perubahan status menjadi hibah atau bahkan
penjualan tanpa persetujuan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian
ini membahas 1). Bagaimana pengaturan peruntukan tanah wakaf dalam Undang - Undang No
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 2). Bagaimana proses terjadi peralihan tanah wakaf. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui pengaturan peruntukan tanah wakaf dalam Undang - Undang
No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan proses terjadi peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya.
Teori yang di gunakan yaitu teori kemanfaatan, teori efektifitas hukum dan teori wakaf. Penelitian
ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara. Hasil
penelitian menunjukkan 1). Bahwa peruntukan tanah wakaf tidak boleh di alihkan kecuali atas
dasar untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syariah,
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan
Wakaf Indonesia dan wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-
kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. 2). Proses peralihan yang terjadi di
Tasikmalaya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf, yaitu tidak terpenuhinya syarat kepentingan umum sesuai dengan rencana umum
tata ruang (RUTR), tidak memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf
Indonesia dan nilai tukar tidak sama dengan harta benda wakaf semula.

Kata kunci: Tanah Wakaf, Peralihan Wakaf, Istibdal
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Abstract
This study discusses the transfer of waqf land in Tasikmalaya City from the perspective of Law No.
41 of 2004 concerning Wagqf. The law stipulates that wagqf property is permanent and may not be
transferred except through the istibdal mechanism under strict procedures. However, in practice,
several cases of waqf land transfer were found to be inconsistent with the provisions, such as changes
of status into grants or even sales without approval from the Minister of Religious Affairs and the
Indonesian Waqf Board (BWI). This study examines: (1) how the designation of waqf land is
regulated under Law No. 41 of 2004 concerning Wagqf, and (2) how the process of waqfland transfer
occurs. The purpose of this study is to determine the regulation of waqf land designation under Law
No. 41 of 2004 and to analyze the process of waqf land transfer in Tasikmalaya City. The theories
used include the theory of utility, the theory of legal effectiveness, and the theory of waqf. This
research employs a juridical-empirical approach with a qualitative method through interviews. The
results show that: (1) the designation of waqf land may not be changed except for public interest
purposes in accordance with the general spatial plan (RUTR), based on applicable laws and
regulations, and not contrary to Sharia. Such transfer may only be carried out after obtaining written
permission from the Minister with the approval of the Indonesian Wagqf Board and must be
exchanged with property of equal or greater benefit and value. (2) The transfer process that occurred
in Tasikmalaya did not comply with the provisions of Law No. 41 of 2004 concerning Wagqf, as the
requirements for public interest in line with the spatial plan (RUTR) were not met, written approval
from the Minister and BWI was not obtained, and the exchange value was not equivalent to the

original waqf property.

Keywords: Waqf Land, Transfer of Waqf, Istibdal

I. Pendahuluan

Islam merupakan agama universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan
manusia di setiap tempat dan masa. Ajarannya tidak hanya mencakup hubungan vertikal
antara manusia dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga hubungan horizontal dengan
sesama manusia (hablum minannas) dan alam sekitar (hablum minal alam). Sebagai
agama mayoritas di Indonesia, Islam memiliki berbagai lembaga sosial yang berperan
dalam mewujudkan kesejahteraan umat, salah satunya adalah lembaga wakaf.

Allah Swt berfirman dalam QS. Ali Imran [3]:, yang artinya: “Kamu sekali-kali tidak
akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta
yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
tentangnya.” Ayat ini menjadi dasar spiritual bagi praktik wakaf yang berorientasi pada
kemaslahatan dan kesejahteraan sosial.

Wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat
Muslim. Melalui pengelolaan tanah wakaf yang produktif dan sesuai syariat,
kesejahteraan sosial dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif

untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya guna dimanfaatkan
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selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, bagi
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Secara historis, objek wakaf di Indonesia umumnya berupa tanah, sebagaimana
diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun
1960 hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini
menjadi payung hukum pengelolaan wakaf di Indonesia yang mengatur subjek, objek,
peruntukan, pengelolaan, perlindungan, serta larangan terhadap perbuatan hukum atas
harta wakaf. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda
wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau
dialihkan dalam bentuk apa pun. Namun demikian, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 memberikan pengecualian terhadap larangan penukaran (istibdal), yakni
apabila dilakukan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang
(RUTR) dan dengan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia
(BWI). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006, yang juga mewajibkan bahwa harta wakaf yang ditukar harus memiliki manfaat dan
nilai setara dengan harta wakaf semula.

Meskipun regulasi telah mengatur secara rinci, praktik perwakafan di lapangan
masih menghadapi berbagai permasalahan. Di Kota Tasikmalaya, beberapa kasus
menunjukkan adanya peralihan peruntukan atau status tanah wakaf yang tidak sesuai
ketentuan, seperti perubahan menjadi hibah, warisan, bahkan penjualan. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di beberapa kecamatan, ditemukan
praktik peralihan tanah wakaf madrasah menjadi tanah hibah untuk posyandu di
Kecamatan Indihiang, perubahan status tanah wakaf sekolah menjadi hibah di Kecamatan
Mangkubumi, serta dugaan penjualan tanah wakaf di Kecamatan Kawalu. Praktik-praktik
tersebut, yang sering didasari kebutuhan pragmatis, menunjukkan lemahnya pemahaman
dan penerapan hukum wakaf.

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi untuk dilakukan kajian yuridis terhadap
praktik peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya, terutama dalam kaitannya dengan
kesesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena
itu, penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Peralihan Tanah Wakaf di Kota Tasikmalaya
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, dengan

tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai permasalahan hukum, efektivitas
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regulasi, serta solusi yang dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap aset wakaf

di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum
yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga menelaah penerapan hukum
dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini mengombinasikan analisis normatif
terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan data empiris
yang diperoleh dari praktik peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk
memperoleh pemahaman mendalam mengenai realitas sosial dan implementasi hukum
wakaf dari perspektif para pelaku dan lembaga terkait. Sumber data yang digunakan
meliputi: Data primer, diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti
nazhir, Badan Wakaf Indonesia (BWI) setempat, Kantor Urusan Agama (KUA), dan
pemerintah daerah. Data sekunder, diperoleh dari peraturan perundang-undangan,
literatur hukum, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang relevan, antara lain UUPA No.
5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun
2006, serta Kompilasi Hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi untuk memperoleh informasi faktual serta memperkuat analisis terhadap
ketentuan hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis
deskriptif-kualitatif, yakni dengan menafsirkan data berdasarkan teori hukum, asas
kemanfaatan, dan efektivitas hukum guna menggambarkan kesesuaian antara norma

hukum wakaf dan praktik yang terjadi di lapangan.

III. Pembahasan

1. Pengaturan Peruntukan Tanah Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf

Pengaturan peruntukan tanah wakaf dalam sistem hukum Indonesia diatur secara
komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-
undang ini secara fundamental menekankan pada prinsip kekekalan dan keabadian harta
benda wakaf, yang merupakan karakteristik inti dari wakaf dalam hukum Islam. Untuk

menjamin kepastian hukum, harus memeuhi unsur wakaf yang terdapat dalam Pasal 6
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf dilaksanakan dengan
memenuhi unsur wakaf yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan
harta benda wakaf; jangka waktu wakaf.

Proses pendaftaran wakaf diatur secara rinci dalam Bab III Pendaftaran Dan
Pengumuman Harta Benda Wakaf pasal 32 - 39. Proses pendaftaran tanah wakaf dimulai
dengan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW), yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). PPAIW Kkemudian
menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti resmi. Langkah selanjutnya, PPAIW
wajib mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk
mendapatkan sertifikat wakaf. Sertifikat ini berfungsi sebagai jaminan utama atas status
hukum tanah wakaf.

Prinsip Kekekalan dan Larangan Pengalihan Hak terdapat pada Pasal 40 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa harta benda yang sudah
diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan,
ditukar dan di ialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 40 ini menjelaskan
bahwa bukti konkret prinsip kekekalan. Sebutkan secara eksplisit larangan-larangan
yang ada. Prinsip ini penting kerena untuk menjaga keberlangsungan manfaat wakaf
sesuai tujuan wakif, melindungi aset wakaf dari penyalahgunaan, dan memastikan
manfaatnya terus mengalir tanpa terputus.

Hubungkan peruntukan dengan tujuan wakaf di jelaskan Pasal 5 yang menyatakan
wakaf untuk mencapai fungsi dan manfaat harta benda wakaf sesuai tujuan wakaf.
Disebutkan Pasal 6 yang menguraikan tujuan wakaf untuk kepentingan ibadah dan/atau
memajukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah. Ini
menunjukkan bahwa peruntukan harus selalu sejalan dengan tujuan mulia wakaf.

Pengecualian dan Mekanisme Penukaran (Istibdal) pada Pasal 43 bahwa meskipun
Pasal 40 sangat tegas, ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 43 melalui mekanisme
penukaran (istibdal) dengan syarat-syarat ketat yaitu, harta benda wakaf tidak dapat
dimanfaatkan sesuai ikrar wakafnya, untuk kepentingan umum yang lebih luas, wajib ada
izin tertulis Menteri Agama atas persetujuan BWI, wasil penukaran (benda pengganti atau
uang) harus bernilai dan bermanafaat sekurang-kurangnya sama atau lebih baik, harta
pengganti harus diwakafkan kembali, harus memperhatikan keamanan, kelestarian, dan

kesinambungan manfaat.
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Pengaturan peruntukan tanah wakaf dalam sistem hukum Indonesia diatur secara
komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-
undang ini secara fundamental menekankan pada prinsip kekekalan dan keabadian harta
benda wakaf, yang merupakan karakteristik inti dari wakaf dalam hukum Islam. Prinsip
ini secara eksplisit tercermin dalam ketentuan Pasal 40 UU Wakaf, yang secara tegas
melarang segala bentuk pengalihan hak atas harta benda wakaf yang telah diikrarkan

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam
menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Kasus peralihan tanah wakaf di Kecamatan
Indihiang merupakan contoh nyata dari praktik yang menyimpang. Di sana, tanah wakaf
yang semula diperuntukkan untuk madrasah diubah peruntukannya menjadi tanah hibah
untuk posyandu. Peralihan ini dilakukan melalui musyawarah dan pembuatan surat
pernyataan hibah. Tindakan ini secara jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 40 UU
Wakaf, yang melarang penghibahan harta wakaf atau pengalihan dalam bentuk lainnya.

Kasus di Indihiang ini juga memperlihatkan bahwa eksistensi legalitas formal tidak
sepenuhnya menghindarkan aset wakaf dari potensi pelanggaran. Dengan adanya akta
hibah yang digunakan sebagai alat untuk mengalihkan hak, kasus ini secara substansial
melanggar prinsip kekekalan wakaf. Proses tersebut tidak sejalan dengan mekanisme
pengecualian penukaran (istibdal) yang diatur ketat dalam Pasal 43 UU Wakaf, yang
mengharuskan persetujuan dari Menteri Agama dan BWI. Hal ini mengindikasikan bahwa
permasalahan tidak hanya terletak pada kurangnya pendaftaran, tetapi juga pada praktik
yang secara sengaja mengabaikan prosedur hukum yang berlaku, sehingga mengancam

integritas wakaf itu sendiri.

2. Proses Terjadinya Peralihan Tanah Wakaf di Kota Tasikmalaya dalam
Perspektif Undang-Undang dan Efektivitas Hukum

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas
mengatur prinsip kekekalan harta wakaf dan melarang segala bentuk pengalihan hak,
data empiris dari beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tasikmalaya
menunjukkan adanya praktik “peralihan peruntukan” atau perubahan status tanah wakaf
yang tidak sejalan dengan ketentuan normatif tersebut. Hasil wawancara dengan pihak
KUA di Kecamatan Kawalu, Mangkubumi, dan Indihiang memberikan gambaran konkret

mengenai tantangan implementasi hukum wakaf di lapangan.
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Di KUA Kecamatan Kawalu, ditemukan dugaan penyalahgunaan berupa penjualan
salah satu objek tanah wakaf. Kasus ini bermula dari laporan wakif mengenai adanya
indikasi pengalihan fungsi aset wakaf akibat miskomunikasi antar pengurus nazhir,
diperparah oleh intervensi ahli waris. KUA berperan aktif sebagai mediator dan akhirnya
menghasilkan keputusan berupa penggantian nazhir agar pengelolaan wakaf kembali
sesuai peruntukan semula.

Berbeda dengan KUA Kecamatan Mangkubumi, ditemukan perubahan status tanah
wakaf yang semula diperuntukkan bagi sekolah menjadi tanah hibah. Hal ini dipicu oleh
kendala administratif, di mana bantuan pemerintah tidak dapat diberikan untuk tanah
berstatus wakaf. Akibatnya, pihak sekolah bersama wakif, nazhir, dan pemerintah
setempat mengubah status tanah menjadi hibah, meskipun telah memiliki Akta Ikrar
Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf.

Sementara itu, di KUA Kecamatan Indihiang, terjadi perubahan peruntukan tanah
wakaf dari madrasah menjadi posyandu. Proses ini berawal pada tahun 2014 melalui
musyawarah dan pembuatan surat pernyataan hibah, disaksikan oleh tokoh masyarakat,
ketua posyandu, Ketua DKM, RW, dan Lurah, serta disepakati sebagian ahli waris pewakif.
Perubahan tersebut dilakukan untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan
posyandu. Namun, tindakan ini secara jelas melanggar ketentuan Pasal 40 dan Pasal 43
UU Wakaf, karena tidak melalui mekanisme istibdal dan tidak memiliki izin tertulis dari
Menteri Agama maupun persetujuan BWI.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan bentuk penyimpangan terhadap prinsip
kekekalan wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf c, d, dan g UU Wakaf, yang
secara tegas melarang penjualan, penghibahan, maupun pengalihan hak dalam bentuk
lainnya. Praktik-praktik tersebut tidak hanya mengikis aset wakaf, tetapi juga mencederai
tujuan wakif untuk menjadikan hartanya sebagai amal jariyah yang berkelanjutan, serta
berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

Selain bertentangan dengan Pasal 40, praktik-praktik “peralihan” tersebut juga
tidak memenuhi syarat istibdal sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Wakaf, yang
mensyaratkan kondisi khusus, izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan BWI,
serta kewajiban mewakafkan kembali benda pengganti yang nilainya setara atau lebih
besar. Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat dikategorikan sebagai istibdal yang

sah, melainkan merupakan bentuk penyimpangan hukum.
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Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan ini dapat dianalisis
menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan lima faktor
utama: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Faktor Hukum (Substansi), kekakuan Pasal 40 yang melarang segala bentuk
pengalihan, meskipun bertujuan menjaga kekekalan, menimbulkan dilema praktis di
lapangan. Contohnya, kasus Mangkubumi menunjukkan bahwa kebutuhan memperoleh
bantuan pendidikan menjadi alasan pragmatis untuk mengubah status tanah wakaf.
Prosedur istibdal yang rumit dan birokratis juga dianggap menghambat solusi cepat di
tingkat lokal.

Faktor Penegak Hukum, KUA sebagai PPAIW berperan penting dalam pengawasan
wakaf, namun kewenangannya terbatas. Dalam kasus di Mangkubumi dan Indihiang, KUA
memang berupaya memediasi, namun hasilnya justru melahirkan perubahan status yang
bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan adanya tekanan sosial dan lemahnya
pedoman tegas dalam menghadapi pelanggaran di luar mekanisme istibdal.

Faktor Masyarakat, tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap prinsip
kekekalan wakaf masih rendah. Terjadi miskomunikasi antara ahli waris, nazhir, dan
pihak penerima manfaat, seperti terlihat di Kawalu dan Indihiang. Faktor pragmatis,
seperti kebutuhan akan bantuan dana pendidikan dan kesehatan, mendorong masyarakat
mengambil jalan pintas meskipun bertentangan dengan hukum.

Faktor Sarana atau Fasilitas, sertifikasi tanah wakaf menjadi isu penting. Kasus di
Cipedes dan Purbaratu menunjukkan bahwa belum disertifikasinya tanah wakaf sering
menimbulkan sengketa. Meski Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) telah membantuy,
penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pengalihan ilegal.

Penyimpangan yang terjadi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara
substansi hukum yang kaku, keterbatasan penegakan hukum, kesadaran hukum
masyarakat yang rendah, dan sarana administratif yang belum optimal. Dalam konteks
teori kemanfaatan hukum (utilitarianism) yang dikemukakan Jeremy Bentham, hukum
seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan
dengan konsep maslahah dalam hukum Islam. Namun, hasil penelitian di Kota
Tasikmalaya menunjukkan adanya benturan antara kemanfaatan hukum ideal (yang
menjaga kekekalan wakaf) dengan kemanfaatan praktis di lapangan (pemenuhan

kebutuhan mendesak masyarakat).
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Kasus di Mangkubumi dan Indihiang mencerminkan dilema ini: masyarakat
menganggap perubahan status wakaf menjadi hibah sebagai solusi cepat untuk
memperoleh manfaat sosial seperti bantuan pendidikan atau fasilitas kesehatan. Padahal,
dari perspektif hukum, tindakan tersebut justru menyalahi prinsip kekekalan dan dapat
mengurangi kemaslahatan jangka panjang. Oleh karena itu, implementasi UU No. 41
Tahun 2004 masih menghadapi tantangan efektivitas di tingkat lokal. Diperlukan
peningkatan edukasi hukum, penguatan koordinasi antara KUA dan BWI, serta
reformulasi kebijakan agar mekanisme istibdal lebih adaptif terhadap kebutuhan

masyarakat tanpa mengorbankan prinsip kekekalan dan kemaslahatan wakaf.

IV. Penutup
Peruntukan tanah wakaf tidak boleh di alihkan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kecuali atas dasar untuk kepentingan umum sesuai
dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syariah, dilakukan setelah
memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan wajib
ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama
dengan harta benda wakaf semula. Proses terjadinya peralihan tanah wakaf di Kota
Tasikmalaya, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak terpenuhinya
syarat - syarat yang di tentukan dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak
Dan Benda Bergerak Selain Uang, yaitu yaitu tidak terpenuhinya syarat kepentingan
umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), tidak memperoleh izin tertulis
dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan nilai tukar tidak sama dengan
harta benda wakaf semula
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai pengaturan dan proses peralihan
tanah wakaf di Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna
meningkatkan efektivitas implementasi hukum perwakafan dan optimalisasi
kemanfaatan wakaf di masa mendatang. Pertama, setiap peralihan itu memperhatikan
ketentuan undang - Undang yang berlaku, disarankan agar setiap pihak yang terlibat

dalam perwakafan, terutama nazhir dan masyarakat, mematuhi dan menegakkan prinsip
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kekekalan harta wakaf secara mutlak. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 yang secara tegas melarang segala bentuk pengalihan hak,
termasuk hibah dan penjualan. Kedua, peralihan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di
Kota Tasikmalaya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, berarti peralihannya tidak
sah dan melanggar hukum. Maka harus di kembalikan ke tujuan semula dan kepada

nadzir tidak boleh mengalihkan tanpa mempertimbangkan peraturan yang berlaku
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